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UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik
Bruto (PDB) sebesar 60% dari total PDB. Namun, besarnya potensi UMKM
tersebut belum diikuti dengan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor apa saja yang
mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM untuk selanjutnya dapat
merekomendasikan strategi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif untuk menganalisa
kepatuhan pajak dari faktor ekonomi (beban keuangan, Biaya kepatuhan,
disinsentif, dan insentif) dan faktor perilaku (perbedaan individu, asumsi
ketidakadilan, persepsi risiko minimal, dan pengambil risiko). Teknik penelitian
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan telaah dokumen. Analisis data
melalui data reduksi, data display dan penarikan kesimpulan.

Setelah dilakukan penelitian diketahui bahwa faktor ekonomi (beban keungan
tidak menjadi kendala karena tarif pajak cukup ringan, biaya kepatuhan menjadi
kendala karena rumitnya administrasi pajak, disinsentif karena belum meratanya
penegakan hukum tidak mengganggu kepatuhan, WP berharap agar ada insentif
yang dapat dirasakan langsung), sedangkan faktor perilaku (perbedaan individu
(tingkat pendidikan dan moral) mempengaruhi kepatuhan pajak, wajib pajak
berasumsi sistem perpajakan sudah berkeadilan, perilaku persepsi risiko minimal
terjadi karena pengawasan yang kurang dan risikonya minimal, pengambil risiko
tidak terjadi di WP UMKM)

Atas kesimpulan tersebut, penulis menyarankan strategi yang dapat dilakukan
adalah dengan penyederhanaan administrasi pajak, sosialisasi yang optimal
terutama pada saat awal terdaftar sebagai wajib pajak, asistensi pelayanan pajak,
insentif yang dirasakan langung, serta melakukan pengawasan pajak yang kontinu
dan tuntas. Dengan langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan
wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM
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MSMEs have a significant contribution to Gross Domestic Product (GDP) of
60% of total GDP. However, the large potential of MSMEs has not been followed
by a high level of tax compliance.

The purpose of this study is to analyze what factors influence the compliance
of UMKM Taxpayers to further recommend strategies to improve the compliance
of UMKM Taxpayers. The research method used is qualitative research to analyze
tax compliance from economic factors (financial burden, compliance costs,
disincentives, and incentives) and behavioral factors (individual differences,
assumptions of injustice, minimum risk perceptions, and risk takers). Data
collection research techniques were carried out through interviews and document
review. Data analysis through data reduction, data display and conclusion
drawing.

After doing research, it is known that economic factors (financial burden does
not become an obstacle because the tax rates quite low, compliance costs are an
obstacle due to the complexity of tax administration, disincentives because unequal
law enforcement does not interfere the tax compliance, tax payer hopes that
incentives can be felt directly), while Behavioral factors (individual differences
(educational and moral levels) affect tax compliance, taxpayers assume the taxation
system is fair, minimum risk perception behavior occurs due to lack of supervision
and minimal risk, risk takers do not occur in the UMKM WP)

Based on this conclusion, the authors suggest a strategy that can be done is
to simplify tax administration, optimalize socialization, especially at the beginning
as a registered taxpayer, tax service assistance, incentives felt directly, as well as
carrying out continuous and complete tax supervision. With this step, it is expected
to be able to increase tax compliance for MSMEs.

Keywords: Taxpayer Compliance, MSMEs
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BAB |

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dinyatakan dengan
jelas bahwa tujuan bernegara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk
dapat melaksanakan tujuan negara tersebut, maka negara harus memiliki sumber
daya yang memadai. Negara harus mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang
cukup untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintahan dalam rangka mencapai
tujuan tersebut di atas. Salah satu sumber daya yang dibutuhkan negara adalah
pajak.

Dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, negara diberi
kewenangan untuk melakukan pungutan pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pembayaran Pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran
serta warga negara secara langsung dan bersama-sama membiayai negara dalam
menyelenggarakan pemerintahan untuk mencapai tujuan negara di atas.

Saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling dominan.

Setiap tahunnya porsi penerimaan pajak selalu menunjukkan tren peningkatan.



Dalam postur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) 2018,
pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp. 1.894,7 triliun terdiri dari target
penerimaan pajak sebesar Rp. 1.618,1 triliun (85,4 %) dan Target penerimaan
negara bukan pajak sebesar Rp. 275,4 triliun (14,6 %). Target penerimaan pajak di
atas terdiri atas Rp. 1.424 triliun dari pajak pusat dan Rp. 194,1 triliun dari bea

masuk, bea keluar dan cukai.

Gambar 1
Realisasi Penerimaan Pajak 2014-2018 (semester | 2018)
1,800.0
1,681.1
1,600.0
1,450.9
1,400.0 150 1,355.0 3398 @ Sum of target
1,246.1 .
1,200.0 ,143.3 @ Sum of
055.0 ,105.0 realisasi
1,000.0
800.0
653.5
600.0
400.0
200.0
0.0
2014 2015 2016 2017 2018
Sumber: Diolah daridata Direktorat Jenderal Pajak

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa dalam lima tahun terakhir target penerimaan
pajak tidak pernah tercapai. Walaupun demikian, target penerimaan pajak terus
mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini sejalan dengan kondisi semakin
meningkatnya anggaran belanja negara sehingga penerimaan pajak sebagai sumber

pembiayaan utama juga harus selalu meningkat.



Salah satu aspek yang menetukan penerimaan pajak adalah kepatuhan pajak.
Simanjuntak et. al. (2012:150) menyampaikan bahwa ‘“semakin besar tingkat
kepatuhan masyarakat maka semakin besar penerimaan pajak”. Kepatuhan pajak
sebagaimana didefinisikan oleh Nurmantu (2005:148) sebagai suatu keadaan yang
Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak
perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan
material. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan yang Wajib Pajak memenuhi
kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang
Perpajakan. Sedangkan, kepatuhan material adalah suatu keadaan yang Wajib Pajak
secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan,
yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan formal Wajib
Pajak salah satunya ditunjukkan dengan tingkat penyampaikan Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Kepatuhan material Wajib Pajak
diantaranya dapat dilihat dari sejauhmana Wajib Pajak melakukan pembayaran
pajak berdasarkan penghasilan sebenar-benarnya sesuai dengan ketentuan
perpajakan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak tergambar dari besarnya tingkat tax ratio,
semakin rendah tax ratio maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak. Tax
ratio (rasio pajak) adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap
Produk Domestik Bruto (PDB). Secara Umum, tingkat kepatuhan wajib pajak saat
ini masih belum optimal, hal ini sejalan dengan tax ratio kita yang masih rendah

pula.



Gambar 2
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Sumber: Informasi APBN 2019

Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan bahwa seharusnya rasio pajak
untuk bangsa sebesar Indonesa bisa mencapai 15 persen. Dari data di atas dapat
dilihat bahwa tax ratio Indonesia masih rendah. Dan bahkan, dari proyeksi di atas
sampai tahun 2019 target tax ratio baru ditetapkan 12,2%, hal ini masih jauh dari
tingkat kewajaran tax ratio 15%.

Salah satu yang mempengaruhi rendahnya tax ratio adalah masih rendahnya
kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM
memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDB Nasional yakni sebesar
60,34%. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
mencatat jumlah pelaku UMKM mencapai hampir 60 juta pelaku usaha, dari jJumlah
tersebut baru sekitar 2,5 persen atau sebanyak 1,5 juta Wajib Pajak yang

melaporkan pajaknya.



Tabel 1
Data Penerimaan PPh Final Wajib Pajak UMKM
Tahun JULTIL/?I?I\XVP Pener::r?nagn P Pertumbuhan %
2013 220.000 Rp 428 miliar 100%
2014 532.000 Rp 2,2 triliun 414%
2015 780.000 Rp 3,5 triliun 59,09%
2016 1.450.000 Rp 4,3 triliun 22,86%
2017 1.500.000 Rp 5,8 triliun 34,88%
Sumber: Diolah dari data Direktorat Jenderal Pajak

Dari data pada tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa di Tahun 2013 tercatat 220 ribu
Wajib Pajak UMKM membayar pajak sejumlah Rp. 428 miliar, dan pada 2017
meningkat menjadi 1,5 juta Wajib Pajak UMKM membayar pajak mencapai Rp.
5,8 triliun. Namun pencapaian tersebut masih belum sebanding dengan besarnya
potensi UMKM terhadap PDB dan besarnya jumlah pelaku usaha UMKM. Hal ini
merupakan salah satu indikator masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak UMKM
yang menjadi salah satu penyebab rendahnya tax ratio nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani (2016) menyebutkan bahwa regulasi
perpajakan yang rumit menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan pajak
masyarakat. Sedangkan menurut Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi
(2016), terdapat sedikitnya 7 alasan dari rendahnya kepatuhan pajak, yaitu
masyarakat tidak taat pada Undang-Undang perpajakan, kurangnya kepercayaan
pada aparat pajak, ada masyarakat yang masih mencoba-coba dalam membayar
pajak, pajak masih belum menjadi budaya, masyarakat belum paham manfaat pajak,
adanya sistem bebas pajak dari beberapa negara lain, dan terakhir masih sulitnya

untuk melakukan pelaporan perpajakan. Selanjutnya, Menurut Direktur



Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama
(2019), pelaku UMKM bukan tidak mau membayar pajak, namun pelaku usaha
membutuhkan tarif yang lebih rendah, penghitungan yang mudah dan cara
pelaporan yang tak sulit.

Dari praktisi perpajakan seperti yang disampaikan Direktur Eksekutif Center
for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyatakan bahwa ada
beberapa hal yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak rendah seperti
adanya anggapan jika penghasilan sudah terpotong pajak maka tak perlu
melaporkan, selain itu WP merasa pelaporan dengan e-filling juga tidak mudah,
serta di sisi lain, pengenaan sanksi berupa denda bagi keterlambatan pelaporan
nilainya masih kecil, membuat wajib pajak mengabaikan kepatuhan. Pengamat
Perpajakan Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji juga menilai
realisasi pelaporan SPT masih rendah, hal ini menunjukkan budaya kepatuhan
masyarakat dalam melaporkan SPT masih rendah, dan upaya untuk meningkatkan
kepatuhan yang dapat dilakukan adalah melalui edukasi pajak sejak dini, sehingga
kesadaran masyarakat untuk patuh bisa terbentuk.

Beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan penyebab rendahnya
kepatuhan pajak seperti yang disampaikan Kamleitner et al. (Zelmiyanti dan
Suwardi, 2019:70) yang menemukan bahwa ada tiga aspek kunci yang
menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak UMKM, (1) pemilik usaha kecil
cenderung melihat lebih banyak kesempatan untuk tidak mematuhi dibandingkan
pekerja (2) kurangnya pengetahuan pajak bagi pengusaha kecil dan (3) persepsi

pengusaha UMKM bahwa membayar pajak merupakan suatu beban yang



mengurangi  keuntungan. Klaudia et. al. (2017: 52) menyampaikan bahwa
ketidakpatuhan WP UMKM seringkali timbul karena edukasi tentang perpajakan
yang mereka perolen masih kurang. Menurut penelitian McKerchar (Muttagin,
2017) ada dua hal yang menjadi penyebab rendahnya tingkat kepatuhan pajak, (1)
ketidaktahuan tentang hak dan kewajiban sebagai WP, (2) tidak patuh karena
disengaja artinya WP membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya.

Dari fakta-fakta di atas, dapat dilihat bahwa banyak faktor yang menyebabkan
rendahnya kepatuhan Wajib Pajak. Lim dan Indrawati (2017: 43) menyampaikan
bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak yang
umumnya sangat kompleks dan dapat dibedakan atas faktor-faktor ekonomi dan
non ekonomi. Semua usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib
pajak hendaknya digali dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang
diperkirakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, baik faktor-faktor ekonomi
maupun non ekonomi. Adegboye et. al. (2018:16) menyarankan agar pemerintah
harus mempertimbangkan karakteristik wajib pajak yang tidak patuh, meninjau
kebijakan pajak saat ini untuk membangun hubungan yang baik dengan wajib pajak
sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara umum dan
mengurangi beban kepatuhan, terutama pada bisnis UMKM. Oleh karena itu,
Pemerintah harus dapat memahami faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan
Wajib pajak dan memahami bagaimana karakteristik Pajib Pajak sehingga dapat
diambil kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib

Pajak UMKM, diantaranya dengan membuat kebijakan yang berorientasi untuk



memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak UMKM baik dari segi tarif maupun
penyederhanaan kewajiban administratif perpajakannya. Dalam Pasal 31 E
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pemerintah
memberikan fasilitas bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto sampai dengan
50 miliar berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal 25% atau menjadi
tarif efektif 12,5% yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian
peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Dalam ketentuan ini, Wajib Pajak
diwajibkan untuk melakukan pembukuan untuk menghitung penghasilan kena
pajak. Namun, sesuai pernyataan dari Savitri dan Saifudin (2018:122) bahwa bagi
sebagian besar Wajib Pajak UMKM penyelenggaraan pembukuan ini merupakan
hal yang sulit karena keterbatasan pengetahuan terhadap ilmu akuntasi serta
anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi UMKM.
Selanjutnya, pada Tahun 2013 Pemerintah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang
Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP-
46/2013) yang mulai diterapkan efektif per 1 Juli 2013. Peraturan ini diterbitkan
untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak UMKM dengan diberlakukan tarif
tunggal yang bersifat final sebesar 1 (satu) persen dari omset Wajib Pajak yang
tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak. Dalam PP-46/2013 ini, tarif
pajak UMKM ini langsung dikenakan terhadap omset artinya Wajib Pajak UMKM
tidak diwajibkan menyelenggaran pembukuan sehingga hal ini akan semakin

memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan WP UMKM.



PP-46/2013 juga melakukan penyederhanaan kewajiban administrasi yaitu
pembayaran yang telah dilakukan sekaligus berlaku sebagai pelaporan pajak. Jadi,
Wajib Pajak UMKM sudah tidak direpotkan lagi untuk membuat Surat
Pemberitahuan (SPT) dan terhindar dari risiko pengenaan denda keterlambatan
pelaporan SPT dengan syarat pembayaran pajaknya dilakukan tepat waktu.
Disamping berbagai kemudahan yang diberikan dalam PP-46/2013, prokontra atas
pemberlakuan PP-46/2013 masih saja terjadi yaitu aspek keadilan merupakan yang
paling sering disoroti mengingat pajak penghasilan dalam ketentuan ini dikenakan
atas omset tanpa melihat Wajib Pajak dalam kondisi untung atau rugi sehingga hal
ini memberatkan para Wajib Pajak UMKM.

Untuk lebih meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan memperbaiki
kebijakan pada PP-46/2013, Pemerintah melakukan revisi atas PP-46/2013 dengan
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP-23/2018) tanggal 1
Juli 2018 yakni Pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan menjadi hanya
0,5% dari omset. Selain itu, untuk memenuhi rasa keadilan, PP- 23/2018 ini
memberikan pilihan bagi Wajib Pajak UMKM untuk memanfaatkan tarif final
(0,5% dari omset) atau menggunakan tarif normal sesuai ketentuan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sehingga Wajib pajak
yang usahanya rugi tidak perlu membayar pajak. Dengan kebijakan-kebijakan di
atas, Pemerintah berharap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat meningkat
sehingga mampu mendongkrak tax ratio nasional.

Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak UMKM juga terjadi di Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) Pratama Jakarta Setiabudi Tiga sesuai pada data tabel berikut ini:



Tabel 2 Data Kepatuhan WP UMKM
KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga
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Ket 2016 2017 2018
WP terdaftar 7342 7603 8113
WP Aktif 3189 3449 3953
WP Non Efektif 4153 4154 4160
WP UMKM 2126 2314 2708
UMKM Lapor spt 1361 64% 1508 65% 1638 60%
UMKM tidak lapor 765 36% 806 35% 1070 40%

Sumber: Diolah dari data KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas Wajib Pajak aktif yang terdaftar

di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga merupakan Wajib Pajak UMKM dimana

dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2018, jumlah Wajib Pajak UMKM terus

mengalami peningkatan. Namun, dari sisi persentase kepatuhan pelaporan Surat

Pemberitahuan Tahunan (SPT) justru mengalami penurunan. Selain itu, tingkat

kepatuhan pelaporan baru mencapai 60%, masih jauh dari target yang ditetapkan

Kantor Pusat DJP yakni sebesar 95%. Hal ini menjadi perhatian bagi KPP Pratama

Jakarta Setiabudi Tiga untuk terus berupaya meningkatkan kepatuhan pelaporan

SPT khususnya atas kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Tabel 3 Data Pembayaran PPh Final Wajib Pajak UMKM
KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga

Jml WP
Tahun Nilai Bayar Pembayar Total PPh Non Migas
2016 4,531,877,471 | 326 15% 963,964,752,422 0.47%
2017 5,771,557,703 | 370 16% 1,151,861,568,426 0.50%
2018 5,099,656,017 | 386 14% 1,419,373,044,697 0.36%

Sumber: Diolah dari data KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga
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Pada Tabel 3 di atas dapat dilihat bagaimana tingkat kepatuhan pembayaran
WP UMKM di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga dimana jumlah WP pembayar
PPh Final dalam kurun waktu 2016 s.d. 2018 terus mengalami peningkatan. Namun,
jumlah Wajib Pajak pembayar ini proporsinya masih sangat rendah yakni pada 2018
hanya mencapai 14% dari total WP UMKM di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga.
Tingkat Wajib Pajak pembayar ini masih jauh dari target yang ditetapkan Kantor
Pusat DJP, yakni sebesar 60%. Selain itu, apabila dilihat sumbangsih pembayaran
Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM dibandingkan dengan total pembayaran
Pajak penghasilan yang diterima pada 2018 menunjukkan signifikansi yang rendah
yakni hanya mencapai 0,36%. Hal ini menunjukkan penerimaan pajak di KPP
Pratama Jakarta Setiabudi Tiga ditentukan oleh segelintir WP besar.

Dari penjelasan di atas, dapat digaris bawahi bahwa UMKM memiliki posisi
yang penting dalam perekonomian nasional dengan kontribusi yang signifikan
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yakni kurang lebih sebesar 60% dari total
PDB. Namun, besarnya potensi UMKM tersebut belum diikuti dengan tingkat
kepatuhan pajak yang tinggi, baik dari sisi kepatuhan pelaporan maupun kepatuhan
pembayaran pajak. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak UMKM disebabkan oleh
banyak faktor diantaranya faktor ekonomi dan non ekonomi. Dengan memahami
faktor-faktor tersebut diharapkan dapat diambil kebijakan yang lebih efektif untuk
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Oleh karena itu, penulis tertarik
membuat penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor apa saja yang
mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM untuk selanjutnya dapat diambil

rekomendasi strategi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam
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sebuah format tesis dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga”.
B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti
menetapkan rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana faktor-
faktor dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM serta strategi yang
dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP
Pratama Jakarta Setiabudi Tiga? «

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu
untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
kepatuhan Wajib Pajak UMKM sehingga dapat memberikan rekomendasi strategi
yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada

KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga.

D. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik dari segi

akademis maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat akademis hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan dapat
dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk meningkatkan kepatuhan
Wajib Pajak UMKM.

2. Manfaat praktis dapat memberi rekomendasi strategi bagi KPP Pratama

Jakarta Setiabudi Tiga untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan
sebelumnya, dapat diambil simpulan bagaimana pengaruh faktor ekonomi dan
faktor perilaku terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM serta bagaimana strategi
untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Jakarta
Setiabudi Tiga, sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

a. Beban Keuangan
Beban keuangan tidak menjadi kendala mengingat tarif pajak UMKM sebesar 0,5%
sudah relatif terjangkau. Dalam keuangan terbatas, WP lebih memprioritaskan
bisnis daripada pajak, namun hal ini tidak membuat WP memanipulasi pajak,
hanya menjadi ada keterlambatan.
b. Biaya kepatuhan
Biaya kepatuhan yang ditimbulkan oleh kompleks-nya masalah perpajakan
mempengaruhi kepatuhan WP UMKM, WP merasa administrasi pajak masih belum
mudah, baik atas pemenuhan kewajiban pembayaran maupun pelaporan pajakya.
Mekanisme pembayaran masih belum mudah karena harus membuat kode billing
terlebih dahulu dg kode-kode yg kurang familiar bagi WP, sedangkan, mekanisme
pelaporan merupakan hal yg paling dirasa rumit karena harus membuat laporan

keuangan ditambah rumitnya pengisian SPT Tahunan
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c. Disinsentif

Disinsentif kepatuhan WP yang diakibatkan belum meratanya pemeriksaan atau
penegakan hukum memang dirasakan oleh WP UMKM. Namun, hal ini belum
menimbulkan perubahan perilaku kepatuhan menjadi tidak patuh. KPP telah
melaksanakan penegakan hukum, baik kepada wajib pajak yang sudah patuh
maupun yang tidak patuh yang ditentukan oleh ditemukannya “Data” potensi pajak
kurang bayar.

d. Insentif

Insentif pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan WP karena WP menginginkan
manfaat yang dirasakan secara langsung agar menjadi patuh.. Oleh karena itu, DJP
perlu memberikan insentif yang tepat agar wajib pajak secara suka rela memenuhi
kewajibannya sesuai sistem perpajakan self assessment.

Dari simpulan di atas, dapat disampaikan bahwa faktor ekonomi
mempengaruhi kepatuhan WP UMKM, terutama terkait biaya kepatuhan dan
insentif, sedangkan beban keuangan dan disinsentif tidak menjadi kendala atas
kepatuhan WP UMKM.

2. Faktor Perilaku
a. Perbedaan Individu
Perbedaan individu (tingkat pendidikan dan moral) mempengaruhi kepatuhan WP.
WP UMKM belum memperoleh edukasi yang cukup dari DJP, dan disisi lain, KPP
ternyata juga belum melaksanakan sosialisasi secara optimal.

b. Asumsi ketidakadilan
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WP memiliki asumsi bahwa sistem perpajakan saat ini telah memberikan rasa
keadilan karena penurunan tarif pajak UMKM menjadi 0,5% membuat lebih
terjangkau, namun WP berharap adanya batas bawah pengenaan pajak UMKM ini
untuk melindungi golongan masyarakat yang sangat tidak mampu.

c. Persepsi Risiko Minimal

Persepsi risiko minimal memang terjadi pada wajib pajak UMKM. Ketidakpatuhan
terjadi karena adanya peluang dimana pengawasan DJP masih belum optimal
ditambah dengan risiko ketidakpatuhan yang dirasa minimal,

d. Pengambil Risiko

Perilaku pengambil risiko adalah Wajib pajak yang secara sengaja dan sadar
melakukan ketidakpatuhan. Secara umum wajib pajak UMKM tidak memiliki
perilaku pengambil risiko ini, apalagi dengan adanya penurunan tarif pajak UMKM
menjadi sudah cukup terjangkau.

Dari simpulan di atas, dapat disampaikan bahwa faktor perilaku
mempengaruhi kepatuhan WP UMKM, terutama atas perbedaan individu (tingkat
pendidikan dan moral) dan persepsi risiko minimal, sedangkan asumsi
ketidakadilan dan pengambil risiko tidak menjadi kendala kepatuhan pajak .

3. Strategi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan analisis atas faktor ekonomi dan faktor perilaku serta model
kepatuhan, berikut ini rumusan strategi untuk meningkatkan kepatuhan WP
UMKM di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga:

a. Mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi
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KPP perlu kembali memastikan sosialisasi dilaksanakan dengan optimal, yakni
sosialisasi kepada calon wajib pajak, wajib pajak baru, dan wajib pajak terdaftar.
Sosialisasi wajib pajak baru perlu menjadi perhatian, wajib pajak baru harus
mengetahui kewajibannya di awal sehingga wajib pajak siap menjalankan
kewajiban pajaknya.

b. Memberikan asistensi kepada wajib pajak

Untuk memastikan wajib pajak melaksanakan kewajibannya maka petugas pajak
perlu untuk mendatangi wajib pajak dan memberikan bantuan asistensi
pendampingan sampai wajib pajak tuntas memenuhi kewajiban pajaknya, baik
kewajiban pembayaran maupun pelaporan.

c. Memberikan Insentif

Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela maka diperlukan adanya timbal balik atau
manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh wajib pajak. Salah satu hal yang bisa
diberikan KPP kepada wajib pajak adalah dengan ikut aktif memberdayakan usaha
wajib pajak UMKM dan memfasilitasi pemberian pelatihan-pelatinan untuk
meningkatkan kapasitas wajib pajak agar kemampuan ekonominya meningkat.

d. Pengawasan yang optimal

DJP harus membangun kondisi bahwa wajib pajak selalu merasa diawasi dan
berusaha untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, KPP harus
melakukan seluruh instrumen pengawasan, baik pengawasan yang sifatnya
persuasif maupun kuratif secara tuntas dan merata. Selain itu, untuk UMKM yang
bergerak dibidang informal yang belum ter-cover oleh sistem database DJP, KPP

juga harus memiliki penguasaan wilayah yang baik untuk mengawasi kegiatan
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ekonomi apa saja yang terjadi di wilayah kerja KPP dan memastikan kewajiban

perpajakannya sudah dipenuhi.

B. SARAN
Berdasarkan simpulan di atas dapat, penulis dapat memberikan saran untuk
meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, sebagai berikut:
1. Faktor Ekonomi
Untuk meminimalisir biaya kepatuhan, KPP harus memberikan asistensi
dengan jemput bola ke WP atas pemenuhan kewajiban pelaporan dan pembayaran.
Selain itu, untuk meningkatkan kepatuhan perlu juga adanya insentif yang sifatnya
dapat dirasakan langsung oleh WP, diantara melalui memberdayakan WP UMKM
dan memberikan pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas WP UMKM.
2. Faktor Perilaku
Untuk memastikan WP memiliki pendidikan pajak yang memadai dan moral
pajak yang baik, KPP harus melaksanakan sosialisasi yakni kepada calon WP, WP
baru, dan WP terdaftar. Selanjutnya, untuk menekan ketidakpatuhan karena
persepsi risiko minimal, KPP harus meningkatkan pengawasan, baik pengawasan
persuasif maupun kuratif dilaksanakan secara kontinu dan berkelanjutan sehingga
WP merasa selalu diawasi.
3. Strategi untuk meningkatkan kepatuhan WP UMKM
Berdasarkan analisis faktor ekonomi dan faktor perilaku, penulis dapat
menyarankan strategi yang dapat dilaksanakan KPP Pratama Jakarta Setiabudi

Tiga, yakni mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi, memberikan asistensi kepada
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wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan, memberikan
insentif kepada wajib pajak dengan pemberdayaan dan pelatihan melalui program
BDS, serta melakukan pengawasan baik persuasif maupun kuratif secara tuntas dan
merata untuk membangun kondisi bahwa wajib pajak selalu merasa diawasi dan
berusaha untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Dari sisi kebijakan regulasi, DJP
perlu melakukan penyederhanaan mekanisme pembayaran dan pelaporan untuk
semakin memudahkan. Selain itu, perlu juga ditetapkan batas omset minimal yang
dikenakan pajak UMKM untuk melindungi WP UMKM vyang dalam kondisi

keterbatasan.
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